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Puii svukur kami panjatkan kehadirat ﬂ]lahﬁfswr.
karena atas seqgala petunjuk-Nya sehinqga skrinsg‘;9anu
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KEWARISAN BERDGLARKAN UNDAMG-UNIDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 DI
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sehingoa penulis dapat menvelesaikan studi pada Fakultas
Hukum Universitas "48%" Ujung Pandanq.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang mangaku [slam, dimana pada suatu
ketika pasti akan menjadi pewaris, i1a tidak dapat me-
lepaskan diri dari tanggung Jjawab terutama sekali
tanggung Jawab  dan pembinasan kepada  keluarganya. DOleh
karenanya di samping berusaha mempertahankan nilai-milai
iman dan akhlak yvang mulia, iz juna harus berusaha hkeras
untuk mewariskan harta.

NDi  dalam Hadist Rasulullah SAW, telah dijelashkan

babwas

"Sesunaouhnva engkau menanggalkan ahli wariemu dalam
kheadaan bava, lebil bsik daripada engkau tinggalkan
mereka dalam keadazan miskin vang meminta kepada
manns i1 as {(H.FE. Bukhori Maslim) (A, Assaad Yunus:
1987:4)

D1 sinl nampak, babus =eorang I=lam bukanlah  untuk
menengadakan tannan kepada  manusia, tetapi malah
sebaliknya 1a harus hernﬁgha dan hekerja keras untuk
memperoleh harta sebanyak mungkain yang tentu saja dengan
cara yang halal, guna menundukkan tangannya terutama
kepada ahli warisnya.

Dengan‘ memperhatiban perkembangan hukum  di negara
Indonesia, maka terdapat aneka macam hukum waris yang
berlaku, dalam pengertian bahwa di bhidang bukum waris
dikenal ada I macam sistem hukuam yang mengatur tentang

kewarisan tereebut, yaitu:




1. Fewari=an menurut  hokum warie barat (RBW) v ant

ketentuannya  tertuang dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Ferdata (BW) ‘ i:-::\'q,
2. Fewarican menurut  bukum warise Islam, yvang Jke-

tentuannya bkersumber dari Al-0Our’an dan Hadi;gS‘J
Fewarizan msenurut hukoum wariz  adat, yang' ke-
tentuannya  bersumber dari  beraneka  lingkungan
matia masalab warizan ytu terbuka.

Fetiga ei<cten hubkuanm kewarisan di atas satu  dengan
¥ B0 lain ferdapat perbedaan—-perbedaan namun  terdapat
pula banyalk perecamaan, =sehingga akan timbul permasalahan
manakala suaty gugatan waris diajukan di Pengadilan.
Selama ini, %erinq terjadil henturan kewenangan mengadila
antara Fengadilan Negera dan Pengadilan Agama. Seolah-
olalk  antara Fengadilan Negeri dan Fengadilan Agama
terjadi saling rebutan vang dapat menimsbulkan kekacauwan
penegakan hukum.

Pengakuan atas eksistensi Feradilan Agama merupakan
kebutuhan hukun masyarakat Islam di Indonesia yang hendak
dilembagakan dalam tata perundang-undangan Negara
ffepublik Indonesia vang baru terwuiud dengan diundangkan-
nya Undang-Undang MNomor 7 Tahun 1989, tentang Feradilan
Agama,. Dalam Fasal 10 ayat (1), Peradilan Agama diakui
eksistensinya sebagai =alah satu lingkungan Peradilan

yang berbunyi sebagail berikut:




"Kekuasaan Fehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam
lingkunganrs:

1. Peradilan Umum

2. Peradilan Agama

L. Peradilan Militer, dan

4. Peradilan Tata llsaha Negara."

Divndangkannya Undanp-Undang Neomor 7 Tabun 1989

tentanyg Peradilan Aqgama, dalam lembaran Megara No. 34060

adalah merupakan  dasar pembentukan Peradilan fgama
sebagalimana dinyatakan dalam konsiderans bagi per-
timbangan yuradi= dari undang-undang tersebut, babwa

pembentukan Feradilabh Agama berdasarkan kepada :
1. Pasal § ayat (1), Fazal Z0 avat (1), Fasal 24 dan
Pasal 2% Undang-Undang Dasar 1945.
Z. Undang-Undang Nomar 14 Tahun 1970 tentang Fokok-
Fokob kKelhuasaan Kebhalbiman.
3. Undang-tndang Momor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkanah Gounag.
Dengan diundangkannya Undang—Undang Nomor 7 Tahun
1989 tersebut, maka lingkungan Peradilan Agama telah
memiliki landasan, kedudukan dan wewenang yang jelas dan
tegas, yang sebelumnya lingkungan Peradilan Agama masih
diatur dalam peraturan vang heragam, sehingga kedudukan
dan wewenang menjadi kabur dan tidak jelas.
Upava penegakan hukum tersebut merupakan realisasi
dari ide negara bukum, sehingga permasalaban dan akibat
yang mungkin timbul sedapat mungkin diatur dalam suatu

i

tata ﬁerundanq-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk me-




dalam kehidupan masyarakat serta dapat membe ik an’

pastian hukum dalam berbangea dan bernegara.

1.2 Rumusan Ma=z2lah

Dari uraian di  atas yang membahas secara  umum
tentang wewenang FPengadilan Agama di bidang kewarisan dan
karena banyaknya masalabh yang wsungkin  timbal, malia
penulis membatasl pembahasan ini pada pelak=zanaan
wewenang FPengadilan Apama ol bidang Lkewarizan setelah
berlakunva Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di Pengadilan
dgama Kabupaten Enrekang dengan mazalab—-mazalah sebagai
berikut:

1. Bag i imana pelaksanaan wewenann Fengadilan  fAgama

di hidang kewarisan setelah berlakunya Undang-
Undar s Momar 7 Tahun 1989 di Kabupaten Enrekang?

Z. Faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap

pelaksanaan wewenang tersebut?

Z. Upavya apa yang dapat ditempuh untuk mengatasi

hambatan tersebut?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun  tujuan yang dicapai dalam penslitian  ini

adalabh :




1. Untuk wmengetabuil pelakeanaan  wewenang Pengadilan
fgama dr  bhidang kewarisan setelab berlakunya
Undang-~Undang Mamor 7 Tahun 1989 di Kabupaten
Enrekana.

2. Untuk wmengetabul  fakior penghambat pelaksanaan
wewenang tersebut.

3. Untuk mengetahui upaya vyang ditempuh dalam

mengatasi hambatan—hambatan tercsebut.

Kegunaan Penelitian
RDizamping tuwiuvan yang angin dicapai. penulisz akan

mengemukakan beberapa hal yang diharapkan berguna

untulk

1. Memberikan bahan masukan bagi pemeraintab  khususnya
Fengadilan Agama dalam pelaksanaan wewenang yang
Lebih efizien dan efektaf untuk mewujudkan
keadilan, ketertiban, keamanan dan kepastian hukum
serta memberikan hkesejahteraan dalam kehidupan
masyarakat.

2. Memberi bahan mazukan kepada masyarakat khusus yang
beragama Islam mengenai wewenang Pengadilan Agama

dibidang kewarisan setelah berlakunya Undang-Undang

Naomor 7 Tabhun 1989.



BAR 2

TIMIAUAN PUSTAKA

2.1 Sekilas Tentang Péngadilan Agama <

a. Fengertian Pengadilan fAgama o5 ;g? /
Berbicara mengenal penaertian, maka tentu sudah

dapat dipastikan akan berbicara tentang hatasan suatu

hal. Sebelum memberikan suatu  pengertian pengadilan

erlebih dahalu diketahui beberapa pengertian peradilan.
Menurut Achmead Al (1988 = 87) ¢

"Feradilan me2rupaban proses yang  ditempuh dalam
mencarl dan menemukan keadilan dengan perantaraan

Halkim dan aparaet wano memang ditugaskan untuk tugas

yudikat i

"

Jadi  denagan kata lain peradilan adalab proses  vang
dilakukan untul mencari  dan menemukan serta memberi
keadilan hagl para pihak  vang berperkara malalui
perantara  bhakim  atau aparat yang memang dibeecy  tugas
untuk itw.

Zetelalh diperoleh pengertian peradilan, selanjutnya
mengenal pengertian pengadilan, oleh  karena pengadilan
dan  per—adilan ituw sendiri tidak dapat dipisahkan  =z=atu
sama  lainnva. Fengertian pengadilan vang terdapat dalam
Hamuz Bezar Hahaza Indonesia (Ali Lukman dkk @ 1991 + 71

dijelacskan sebagal beribut:




"1. Dewan ataun maielis vang mengadali perkara,
- mahbkamals
2. Proses mengadili; keputusan hakimg
A. Sidang hakim ketika mengadili perkarag
4. Rumah (hangunan) tempat mengadili perkara".
Jadi pengadilan sebagal wadah atau tempat hakim melakukan
sidang ketika pengadali dan memutuszhan perkara.

Dalam pembahazan ini, penulisz menggunakan istilah
pengadilan, vang  ingin meninjac bagaimana lembaga
pengadilan mel b sanakan wewenangnya di bidang  kewarisan
setelabh herlalunya (ndang-tndang Nomor 7 Tahun 1989,
vaitu =ebagal wadah atan tempat untuk menyelesaikan suatu
perkara.

Fata "@gama” memimiubhan kepada suatuy agama tertentu
yaltu agama Telam. Jadi FPengadilan Agama merupakan suatu
vadah atau teapat untul mengandily suatu perkara  tertentu
bagl  orang-orang  vang beragama Islam  di ifndonesia,
melalui  tahap auwal sampai tahap penyelezaian, melalui

lemhaganva, yaitu Pengadilan fAgama, Pengadilan Tinggi

fnama dan puncaknya pada Mahkamah Agung.

b. Dasar Hukum‘PEngadiian Agama

Jika diamati dary selarabh  keberadaan  lingkungan
Peradilan Aqamﬁ se)ak zaman kolonial, kebijaksanaan
politik vang mendukungnya  adalabh kebijaksanaan yang
setengah hati. Fada prinsipnya pemerintab kolonial kurang
suka akan kehadirannyva. Salab =atu upava terselubungnya
untuk melenvapkan adalah melalui politik hukum yang lebih

smengutamakan dan menonielhan hukum adat.



Peraturan  Femsrintah  (PP) Nomar 4%  Tahun 1957
sedibitpun tadak menjernihban dan memurnikan keadaan yang
suram, padah=al ©F Nomor 45 terzebut boleh dikatakan salah
catu produl. bhubum vann menjadi tongagak keberadaan
FPeradilan Agama dalam alam kemerdekaan.

Keanskaragaman peraturan vang mengatur  keberadaan
lingkungan Peradilan Agama selama ini menggambarkan
lemabnya kKeberadaazo Peradilan Agama, dimana peraturan
tentang susunan,  kekoazaan dan hukum acara  Peradilan

Agams vang =elaga vy ma=ih beranska tersebut didasarkan

Feratw an  tentana Peradilap Agama di Jawa dan

(e

Madura (Staatebhlad Tabun 1882 Nomor 152 dibhubung-
kann  dengan staatshlad Tahun 1937 Nomor 116 dan
6100 ;

2. Feraturan tentang Ferapatan GOada BResar  untuk
csetragal  Residen Kalimantan Selatanm dan Timuar
{Staatehlad Tahun 1927 Nomor &78 dan &39);

3. Peraturan Pemerintabh (PF) Tabumn 1957 tentang
Fembentukan Peradilan fgama/Mahbamabh Syariah  di
luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957
Nomor 19)Y,

Memperhatiban  =egala keaneka ragaman terzebut, me-
lalui pembangunan  dan pembaharuan hukum  yang tertuang
dalam Undang-lUndang Nomor 7 Tahun 1989 diatur ketentuan

vang bertujuan untuk mengakhirinya.



SFejak  bherlakunya tndanog-Undang Nomor 7 Tabﬁﬁ- 1989
. N

tentang Feradilan Qgama, serta eerta gugur

r {’ ."
rekuatan hubkum peraturan—peraturan yang beranek}m ;?

—~ [
tereebut. Hal dategashkan dalam Bab VIX {ketentua :-',_;}:\ET“‘

alihan), E?haqalmaﬁa dalam pasal 107:
b
"Gelial zaat \Undano-Undang HNomor 7 Tabun 1989
berlidiu, semua peraturan meliputi S. 1882 Momor
182, €. 1937 Nomor 116 dan 6106, 8. 1937 Nomor &38
dan AT7T%  serta FP Momor 45 Tahun 1957 dinyatakan
tidal herlak:

Berarti zeyak Wdang-lndapg Nomor 7 Tahun 1989

diwndangkan pada tanggsl 29 Dezember 1989, berakhirlah

hEzanib @ fagaman nesaturan vang mesgatur lainakungan
Feradi lan Agama. Bajal tainngal tersebut lingkungan

Feradilan agama dan Fengadilan Agama memasukil "era  baru”

vakni era  besatuan” landa=an bukum  dan  "keseragaman'

Kewenangan yurispdiken .

r. Kedudukan dan Susunan Pengadilan Agama
1. Kedudukan FPengadilan Agama
Salah  satu tuivan yang dijelaskan oleh Undang-
Undang MNMomor 7 Tabun A989 tentany Feradilan  Agama
agalah meopertegas Ledudubkan dan kebkuasaan  lingkungan
Feradilan Agama =ehagal  salah  satu  hagian dari

pelakzanaan kehuazazan kehakiman untul judical  power

dalam MNegars Republik Indonesia.
Fenenazan tuwitan ind dirumuskan dalas  konsideran

Puruf o bahwea e
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"Salah =atu upaya untuk menegabhkan keadilan,
kebenaran, betertabhan, dan  kepastian hukum
terzebut adalsh melalui Peradilan Agama sebagai-
maris vang dimak=od dalas Undang-Undang Nomor 143
Tahun 1970 tentarg  Ketentuan—Ketentuan Pokok
Kehabk yman",

Bari polaksanaarn ini ditegaskan babwa lingkungan
Feradilan Agama adalah. . ss3lah satu pelaksanaan
kekuasaan kehalkiman yang ikut berfungsi dan  bherperan
menegakkan bkeadilan, hkebenaran dan  kepastian bukum.
Kemudian pada peniela=an umum angka 1, dipertegas lagi
fungsl kebuasaan kehabisman yang banya meliputi “bidang
tertentu®,

RFumui=an  pencelasan oaum ini semakin memper tegas
kesederajeatan lingkungan Peradilan Agsma sebagai  ke-
hwasaan kehakiman dencan lanphkunnan laan.

Keber adaan dan keduduban Peradilan Agama sebagal
wvadalhny 2  secars 1zl s stk telaih dakukubkan dalam
Fasal 10 lndang-Undang Momor 14 Tabun 1970 tentang
Fetentuan Pokok  Eekuasaan  Hehakimen, secara tegas
disebut bhahika lingkungar peradilan vyang berfungsi
melakukan kekuaszan kehakiman (Jjudical power).

Susunan Penq;dilan Agama

- Susunan  hirarki Peradilan Agama dalam Fasal 6
Und;nq—Undanq Momor 7 Tabun 1989, menurut ketenltuan
ini lingkungan Feradilan fAgama terdiri dari

1. Fengadilan Agama sebagail pengadilan pertama

2. Pengadilan Tinggl Agama sebagai Fengadilan

Tingkat Banding.

Z. Mahkamah Agung ditingkat Kasasi.




i1

Pengadilan fanami sebagal pengadilan tingkat
pertama  bertindak  menerisa, mesmeriksa dan mesutus

sebiap permaohonan ataun quaatan pada tahap paling awal.

Selanjutna draiunkan ke Pengadilan Tinggs Agama
sebagail Pongadilan Tingkat Banding.

Fanilter s Penpgadilan Ggama merupakan salab esatu
aparat cann =acars =struktural berada di bawah unsur
P g Vet dan Wakil  Ketua) vang sekaligus

meranghkap cebagayr sebretaris  sebagaimana ditentukan
dalam Fas=x) 26 ava3t (1) ya. Pasal 44, Dalam fkedudubhan
sebagal penitera dan sebretaris, dia bertindak sebagai
pimpianan  bagran kepanmiteraan. Fanitera dibantu oleh
sepranyg wwabil, beberaps orang panitera ouda, dan
beherapa surn =its. Sedanghkan dalam melakzanakan tugas
tocselrst oo g 3tan, paniteras dibantu oleh searang wakil
sebretarais. Seampa aparat dalam tugas kepanitera-an dan
kesekretariatan diangyat dan diberhentikan oleh

Menteri Agama, yang didapat dinsulkan oleh Ketua

FPengadilan Anama.

Kewenangan Fengadilan Agama

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tabhun 1989

tentang Feradilan Agama, maka guoatan waris-mewaris yang

disjukan pada Penfgadilan Agama didasarkan pada FPeraturan

FPemerintat Momor 4% Tabun 1957 vang kemudian ditegaskan

dalam surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama Nomor



B/1/735, vyang merupakan Iinstruksi tentang ketegasan
batas-batas pelaksanaan kexuasaan Fengadilan

Agama/Mahkamah Syariah.

Diantara Lekuasaan Fengadilan Agama tersebut adalah
menyelesaikan perkara-perkara waris-mewaris yaitu

menetapkan’ :
1. Siapa-siapa =nli waris yang sah.
2. Bagian masEay=meising wlil et acks vang barhalk:

Pasal 45 Windanc-undang Nomor 7 Taoun 1989, secara
tegas-menyebut tan bahwa Iungsl dan wewenang Pengadilan
Agama adalah mengadiil perkara-perkara tertentu bagi
solongan rakyat yang beragama Islam dibidang :

a) Perkawinah:

b} Kewarisarn, wasiat . dar.  nibah vang  dilakukan
berdasarkan hukum Isliam; dan

c) Wakaf dan'shadaqah.

Dari wewenang Pengadilan Agama diatas yang sangat
peka dan memerlukan perhatian yang serius ialah di
bidang kewarisan, karenz peliknya masalah ini selalu

menimbulkan konflik wvang akhirnya mengganggu keamanan

masyarakat.
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2.2. Kewarisan Islam

Kewarisarn Isiam Izlan status sebagai ahli waris
yang mewarisi! atau pewsris yang mewariskan!.,

a. Pengertian dan Unsur-unsur Kewarisan

Istilah weris bevaszl 3zri bahasa Arsb “mewaris”,

tentuk jamak I Yrirse s ng dapat disamakan dengan
“Wimntikat! 3 SR i b AR E b B ke yakna pindannya
SEeSual U for o it il Totildy l"l,iil, wrl Uik o T8 S I
ataupun abstrak.

Istilah kewarisan zzras=z. deri kata dasar “waris”

vang dalam Kamus Besar Zahasz indonesia berarti “ecrang

yang, berhak fenerima guSaka (peéninggaian) orang yang

berarti harta geningga.zn aan pusaka. Kata “mewaris”
berarti memperolen warisan dari pewaris dan “mewariskan”
berarti memberi harta warisen kepada ahli waris atau
rang lain. Sedangkan ka:ta “kewarisan” diartikan sebagai
hal yang berhubungan denzan waris dan warisan.
Menurut Zakiah Darajat {(A. Assaad Yunus; 1987 : 3)

kawarisan ialah :
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.t

"Memindahkan hak sesecrans kepada orang lain yang
disebut kerabatl, yang ada dalam ikatan kesluarga dan

’

Yang Masil caiam inalan petkdawinan®.

A. Assaad Yunus, (1987 : 5) memberi pengertian
Kewarisan menurut Hukum I1slam Sebagai berikut :

“...adalah perpindahan nart: benda dari grang yang

telah meninagozal dunia kepada orang yang masih hidup

perdasarran Al-Qurfan dan Hadist”.

Pewarisan  adaialy  #etentuan mengenai  perpindahan
farta sesearzfg /4n3 telan rmeninggal dunia xepada mereka

vang tverhak gfenurar Al -pupfan dan Al-Hadist.

3}

slam zde kesamaan dengan

-~

“Fargidh. Menuruyl Sayyid Sahig, (A. Assaad Yunus : 197C

N
L

“Faraicn a3dalan izmak g@ari kata Faridhah; Faridhah
diambil dari ksta- fardh yang artinya takdir
({ketentuzn}. Fraraian dalam  istilah syara’ adalah
bagian yzrng telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu
bagian yang telah ditentukan agi ahli warais. Ilmu
mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu
faraidh.

Jadi Faraidh Dperarti %etentuan (hukum) tentang

pembagian harta peninaggalan dari seseorang yang telah
meninggal duiils (pewdris}) xepada ahli warisnya yang

telah ditentukan <leh syariat Islam.
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Menurat Huhkum Tslam, wsnsur-unsur kewarisan dapat

dibagi dalam tiga unsur, yaitg :

Pewaris

Pewaris adalah oreaang yang telsh meninggal

dunia | balk secara hakiki, ataupun secara hukum

boad

dengan meninggal kan warlisarn. Dikatakan secara
hukum, 231 g VEag meninggel 6 4| berdasarkan

reputusan Haxim Larand adanya sebab atau

Pewaris menurut Agama islam yang terutama
adalah Zeilarga dexat. Yanga dimzksud dengan
keluarge deskat adalab  seperti kakek,  nenek,
saudara laxi=laki dan perempuan, anak laki-laki
dan perempuan, Juga . laki-laki dan perempuan
sebagaimana telilah ditentukan kitab Al-Qur’an.

Para pewaris dalam Islam bersifat

individual, tidak ada vyang bersifat kolektif atau

mayorat, tidak.



» '

adx  bedudnlan anat tartua, anak tengah 3tani,
llé‘-';'
bungsu,  tidabk ada gengertian harta pusaka atau "

milik fhersama dan kesemua harta warisan itu  harus
A

dibiaga kfpaﬂn zemus alldil waris yang telah ditentukan,

laki*laYi‘_n?au perempuan. Begituw pula dalam  Islam

tidak gibedaban tingkzt hedudukban para pewaris apakah
srbalabl' ingol atau rendah sama
=aja, Loarcona =eliap manusia di hadapan  Tuhan—Nya

adalah same becnalil bagi mereka yang bertakwa.

Denagan demibran di dalam Islam bail pria  msaupun
mai) La Sk a wafat meningoalban warisan maka disebut
pewaris. Tidabk Jupa ada pewaris angkat. Jdadi dapat di-
sampulkay bshuwas  pewarie adalab prang  vang telah
meninggel dond s dengan meninagalkan harta warizan yang
akan . dibarskan  kepada para ahli  waris yang berhak
sEeual dpngén bagiannya mazing-masing.

Harta Warican (Al—-Mauruts)

HBarta warisan dapat dibhagi-bagi pada masing-
masing ahli waris untuk dimilikil secara perorangan.
Dalam pelaksanaannya seluruh harta wari=an dinyatakan
dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan  kepada
setiap ahla wvariz= yang berhak senerimanya  menurut
kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini setiap ahla
waris berhal atas hagian vang didapatnva tanpa terabkat
kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-

maszing sudah ditentukan.
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D1 dalam Al-0Our’an harta warizan disebut dengan
1=tilabh tarakah/tirkah vang diteriemahlan =ebagal
harta penioggalan. Ticrkah menurut bahasa sama  dengan
st by marals (harta yang datanggalkan si mati).  Jumhur
Fugaha, (4. (Gssaad Yunus : 1987:35) berpendapat bahwa
tirkalh stu adalah @

"fpx vang ditanggalban oleb sesecrann  sesudab

T i 1alnya, bail berupa harta ataupun hak vang
bersyfat harta®.

Haria warisan yang dapat diwaraisi  i1alah  harta
yong  sudaly bersih dard sagala  eangkut paut | dengan
orang Vein, Menaruat bobom warie Telam, sebelum  barta
warisan it dihagy maka terlebibh dabulu harus dilihats

#. Hab vang bersanghutan ﬁéngan harta ity ceperti

calat dan sewanya.

L. Feldanda  untuk manourus mayaet, seperti bharga

atan, upah menggali kubur dan sebagainya.

c. UWang-utangnya.

d. Wasiatnva.

Ce=zudah dibayar semua hak yang tersebut di  atas
barulab harta peninggalan itu dibagi kepada ahli
varisnnya menurut bagiannya masing-masing sesual  yang
telabh ditetepkan Allah SWT. Jadi harta warisan ialah
harta vang ditinggalkan oleh seseorana vang telah
meninggal dunia, berupa harta bergerak dan  tidak
bergerak yang dapat diwariskan kepada ahli waris yang

berhak sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an dan Hadist
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sesudan Der3in dan Debas dJari
dengan grany ‘ain.
Ahli Waris
Ahli-waris atau waarits adalah orang yang akan
menerimeg wgrisan {(rirkahY @ari pewaris sesuai dengan

kadar pagiannya yang telanh ditentukan menurut hukum
L3 lall,

Dalam =22l pembagian harta warisan maka hukum
waris Islam membedakan aftara ‘bagian ahld waris laki-
laki _dengan Fagiar =r1°7 waris  perempuan,..dimana
ditetapkan btahwa obaglam anak laki-laki adalah dua
zall bagian anah prrempuan berdasarkan surat An-Nisa
ayat (11) yang berarti sebagai berikut :

“Allah mewaibkan atas kamu tentang anak-anak kamu,

bahwa seorang anak laki-laki dapat bagian dua kali
anak perempuan”. (A.Hassan : 1986 : 6).

. Maksud ' dari ayal di atas, seolah-olah hukum
Isiam kurana adil, sebab dua orang bersaudara seibu
sebapak tidak sama banyaknya harta warisan vyang
diwarisi. Hal ini didasarkan kepada hajat dan
tanggung Jjawab (kewajiban) kedua kelompok orang
tersebut, sebenarnya ayat-ayat tentang kewarisan
dalam Qur-an itu dituangkan di hadits, yang
susunan rapatnya adalah masyarakat
patrilineal/patriaskhat, jadi wajar bila bagian

laki-laki rtiaak sama dengan bagian perempuan.
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certa ltewvalriban—kewaiihan dalam masvarakat Lemuany a

ditangguna laki-labai.

Dara W Zian—uraian tersebut dapat ditarik
kesimpulan Babwa ahli waris ialah orang vyang akan
MmENer ima crta warisan dari pewariz=, oleh karena

adanya dasar atau vang menjadi sebab kewarisan bhaik
harena  huobungan  bekerabatan atan  perkawinan  maupun

karena sebhabh lainnva.

Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan dan Halangannya
Sebab-Sebalb Mendapat Harisan
Suatu bhal teriadl karena didahuluil aolebh sebab,
demikian pula hal kewsrisan. Menurut hukum Islam  yang
menjadl  sebab-zebab teridadinya waris-mewariz dikenal
sda empat cebhab yailtu:
i) Ferkawinan
Perkawinan yang dimakseud tentu saja perhawinan yang
sah menurut syariat. Perkawinan dikatakan =ah
apabila  svarat dan  rubkunnya  terpenuhs meskipun
belum teriadi hubungan kelamin antara suvami-istri.
Dengan demikian, apabila salah seorang diantaranya
ada yang meninggal dimana perkawinannva masih dalam
keadaan uwtuh, makas 1a berbak untuk =aling mewariei.
2) Kekerabatan
Hubungan darabh menyebabkan terjadinya wariz=—

mewaris. Dilihat dari arah atau Jjalur bubungan
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antara 2hli warice dengan pewaris, dibagi dalam tiga
macam  yaittus 13 Furu'ul mayyit yakni =i matl
menarik naris lurus keturunan ke bawahs; 2) Ushulul
mayyit vaitu =31 matd menarik garie lurue  keturunan
ke atas; I) Al-Hawasyiy yaitu hubungan ahli waris
dengan orang yang meninggal dunia ity melalul pariz
MENY &mPing -

Memerdebakan Budak

Ielam wmennaniurban supava perbudakan dibapus  agar
dapalt mengubah status sesecrang di mata bukum vang
tadinva tidzak memilikil hak sedikitpun untuk berbuat
dan bertindabk sebagaimsna manueila lainnya yang  me—
miliki hak dan bewaliban. Dengan daszar ini JTslam
menataplkan bhabwa apabila seorang tuan membebaskan
hudabknye . kemudian =1 budak yang telah dibebashkan
atau dimerdekakan meninggal dunia dengan tidak
mempunyal ahli warise baik karena sebabh kekerabatan
atau perkswinan, maka vang mewarisinya ialah orang
yvana telah memerdekakannya.

Hubun@an Keislaman

Hubunaan keis=laman atau keagamaan juga menyebabkan
terjadinya  waris-mewaris. Apabila orang meninggal
itu tidak mespunysl  ahli  warie, maka barta
peningualanbyva  digunakan untuk  kepentingan Islam

dan Ummat Islam.




2. Halangan—Halangan Kewarisan
Fada gariz besarnya halangan—halangaﬁ ig;agisan
vang dimabtsud dapat dibagi dalam 2 bagian, wvaitu
halangan karena pengarub suatu sifat yang terkenal
dengan  sebutan mawani’ul wrtsi, dan hubungan  karena
pengarub orang (kekerabatan).
a) Pengaruh =i1fat
Yang dimaksud halangan karena pengarubh sifat, ialah
ahli waris yvang sebenarnya berhak untulk menerima
hartas warisan dan pewaris, tetapi aleh karena pada-
ﬁya salah satu s=ifat atau keadaan tertentu,
menyebablkan 1a tidak bisa menerima warisan.
Misalnva: Seorang ahli waris membunuh  pewarisnya
merupakan =xlab =atu =1fat yang menyehablhan dirinya
tersanghkair untuk  menerima  harta warisan dar i
pevaris yang dibunuhbnys.
U]am% Malikaivah (A. Assaad Yunus @ 1987:29)
berpendapat balwa:
"Fembunuban yang senjadi penghalang untuk me-
warisi, 1alab:
&) Pembunuban dengan sengajas
b) Pembunuhan mirip sengajai dan
c) Fembunuhan tidak langeung yang dizengaja."
Selain dari pembunuhan, berlainan agama me-
rupakan zalah =zatu zifat yang menjadikan sesecrany

ahli waris terhalang untuk memperoleh harts warisan

dari pewarisnya.
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b. Pengaruh Orang

Yang dimakszud halangan karena pengarubh  arang
ialah sezecrang ahli waris yang sebenarnya berhak
untuk  memperoalebh  barta warizan dari  pewarisnya,
tetapi karena adanya ahli waris yang lain meng-
akibatkan ahla waris terzebut terhalano untuk
memperoleh vang banyak menjadi sedikit ataw  bahbkan
terhalano sama =zekali untuk mempercleh bagiannya.
Misalnya: bherkurangnya hak ataw bagian %  kavena
adany s anak alsarbun (pewaris), sgrka hilangnya hak

searang cncw Karana adanya anak pewaris.

c. Bolongan Ahli Waris dan Bagiannya Masing—-Masing

Ahli  wariz dalah crapg vang berhalk menerima  harts
warisan dari pewaris, walaupun demikian tidaklabh  berarts
bahwa setiap abhli waris apabila bersama-zama ahli waris
yang lain semuanya pastl mendapat barta warisan, akan
tetapi sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh keutamaan
atauw hekerabatan terdekat. Dengan katza lain ablil  waris
vang dekat menghalangi ahli waris vang jaub dari pewaris.

Ahll  wariz terdiri atas abll wariz  laki-laki dan
ahli waris perempuan. Adapun yang tergolong a&ahli  waris
laki-1laki adalah:

1. Suami

2, fAnak laki-laki

3. Ayah

4. Cucu laki-laka dari pancar laki—-laki.




5. Kakek shalih yaitu ayvah dari ayah

&H. Baudara laki-laki sekandung

7. Baudara laki~laki zeayab

8. Saudara laki-laki seibu

7. Anak laki-laki dari sauwdara laki-laki sekandung.

10. Anak laki-laki dari sauwdara laki-laki seayah.

1l. Faman sekandung (=audara laki-laki sekandung dari
ayah)

12. Paman seayah (caudara laki-laki seayah dari ayah)

13, Bepupu (mi=zan) yaitu anak laki-laki dari paman
wakantung .

14, Sepupu (mizan) yvaitu anak laki-laki dari paman
seavah.

Dary 14  ahla waris laki-laki tereebyt di  atas,

apabila =spmaanya  ada maka yang mendapat harta

WAPFAISES e L PEWArAE hanyes tiga orang sajs vaitue:

1. Suami

2. Anak laki-laka
3. Ayah

Dan ahl) waris dary pibhak perempuan adalab  =ehaqai
berikut:

1, Tstri

2. Analk persmpuan

3. Ibu

4. Cucu perempuan dari anak laki-laki

5. Nenek dari pancar ibu, yvaitu ibu dari ibu

&, Nenedk darid pancar ayah, yaitu ibu dari ayab
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7. B8audara perempuan sekandung

8. Saudara perempuan seavah

9. Saudara perempuan seibu

Dari 9 orang ahli waris perempuan di atas, Jjika

semuanys ada maka yang mendapat harta warisan hanya

S orapg saja yaitus

1. T=%ri

2. Anak perempuan

. Tbu

4. Cucu perempuan

S, Sauwoars perempuan sekandung.

Jika seluruh ahli waris bagi dari  pihak  laki-laki

maupun dari pihak perempuzan, maka vang tidak pernah

terhalang ialalhc:

1. Suami/lstra

2. Anak laki-lal.

Z. Anak perempuan

3. Ayah

S. Ibu

Ragian—bagian yang telah ditetapkan di dalam ayat
Al-Qur‘an dan Hadist terdiri & macam, yaitu:

1. Dua pertiga

2. Seperdua

L |

. Sepertaga

Seperempat

B

. Seperenam

o

Seperdelapan



BAB X

METODE PENELITIAN

Salah caras yang ditempuh dalam penulisan karya
vimiah 1alah peEnerapan metode yang sesual dengan matera
vang dibahas. Demikian pula halnya dalam penulisan karya
1lmiah di bhadang bokum, metode memegang peranan penting

untuk melakubkan penelitian.,

3.1 Lokasi Penelatian

Fada pzradlisan karya dlmiah anpi, penulis memilih
loka=1 penslitian di Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang
yana berkedudol an da Toukota Enrekanag. Hal ini disebabkan
penulis mencoba memperlihatkan eksistensi  dan  peranan
Fengadilan Soans =phacail pengadilan tingkat pertama dalam

elecaiban peorkara kewarisan Islam.

7.2 Teknik Fengumpulan Data

Fengumpul an data dilapangan dilakukan dengan teknak
Wwawancara berdasarkan daftar pertanyaan vyvang telah
dipisabkan, dizamping itu untuk melengkapi data vang
diperoleh melalui daftar pertanyaan tersebut, maka di-
lakukan pula wamwancara tidak berstruktur.

Selain melakukan wawancara penulis juga menggunakan
dokumentasa {herkas)  yaitu pengumpul an bahan—-tahan
pustaka vyann relevan dengan penelitian ini, baik berupa
literatur=literatur. huku-buku, maupun perundang-undangan

yang mengatur masalah kewarisan.
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3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada dua Jenis data vyang
digunakan yaitu =
1. Data pramer, vaitu data vang penuliz pernleb dari
nara cumbsr melalul wawancara yang diharapkan
dapat measberikan informasi mengenal masalab  yang
dibats
2. Datz sebunder, waitu data yang penulis diperoleh
dari inctan=i yang terkait (Pengadilan Agama),
beherapa dokumen-dolumen ataw  peraturan per-

undanosn.

3.4 Analisis Data

Data vang telah diperclceh herupa =alinan putusan dan
hasil wawancara, selanjutnya dianalisis dengan  kebutuhan
dan  relevan permasalaban sang ditelaiti. Analisis data
dalam penelitian ini lehbih banyak menggunakan analisis
kualitatif. MNamun demikian analisie tetap digunakan untuk
mempermudah melihat kecenderungan kenyataan-kenyataan

zspsial yvang ada dalam masyarakat.
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4.1. Pelaksanaan Wewenang Pengadilan Agama Enrekang dan ° /

Penyele=ai=n Perkara Warisan

Pasal 49 Undang-Undang Neomor 7 Tahun 1989, dengan

tegas menyatalkarn hahwa Pengadilan Agama berwenang
memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara
perdata di bidang  kewarisan di  tingkat pertama bagi
orang-orang ooy befagama™ lslam. Qleh o Karena itu,
Pengadilan Agama tidak lagli berwenang terhaddp yang
sudah murtad ‘pukzn Islam) dan juga terhadap orang Islam
bumi putra saija, tetapi terhadap orang-oranqg Islam tanpa
membedakan ras dan gelongannya.

Menurut Aandi Tahir Hamid, (1994 : 8) 1lingkup

kewarisan berdzsarkan hukum Islam sebagai berikut :

2. Parne an harta warisan

3. Pensntuan bagian tiap anhli waris bagi ahli
waris.

4, Melaksanakan pembagian harta peninggalan.”

“ 1. Pencntuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
3 AL

Dari penjelasan peliau tersebut di atas,

!

Y

menunjukkan Dpahwa wewenang Pengadilan Agama dalam
masalah kewarisan mempunyai cakupan yang sangat Jjelas
karena adanya penetapan ahii waris yanqg sah, barang
warisan, kadar pembagian dari setiap ahli waris serta
melakukan opembagian bharta warisan tersebut kepada ahli

waris yang berhak merurut hukum Islam.
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Umar, =elaku Fanitera Fengadilan Agama Enrekang
menjelaskan pula sebagai berikut:
"Bahwa Pengadilan Agama Enrekang bertuga%—ﬂhn
wenang memeriks, memutuskan dan menyahasax
perhara-perkara  kewarasan antara orang ‘vsna hef*

anama Islam, meliputi: -.!..-__-’ =

»

Pen@ni--h =iars—z=iapa yang menjadi ahli waris-*

= Penentuan pembagian setiap ahli waris ]

= Melakszanalan pesmbangian barta warisan tersebut."
(Wawancara tanggal 28 Oktober 1989 di Pengadilan
Anama YVabupaten Enrelang).

Dari penielacan diatas, maka sistem penvelesaian
perkara kewarisan yanag ade pada Pennpadilan Agama Enrelkang
merupakan  suatu langkah vang terbaik dan efektif Lkarena
tidak sedikit masalsh yang =ering timbul  di  masyarakat
adalah masalah kewarisan terutama ketidakpuasan terhadap
beputusan bhevzama dan menyebankan terjadinya perseli=ihan

intar kelwarnys: (karsbat dekat).

1. Penentuan S?apa—siapa Ahli baris

Seseorang yang dJditetapkan sebagai ahli waris adalah
hanya bagi mereﬁa vang mempunyal hubungan darah  dengan
pewaris menurut sistem kekerabatan yang terdekat.

Menurut  houhum waris Islam, menempathkan analk-—anak
pewaris baik laki-laki maupun perempuan sebagai ahli
waris golongan pertama. Orang tuwa {ayab dan ibu) pewaris
sebagai ahli waris golongan kedua, sawdara selandung
pewaris  (laki-laki atau perempuan) sebagai  ahli  waris
golongan ketiga. Cucu pewaris (laki-laki ataun perempuand

sebagail ahli wariz golongan keempat.
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Seorang janda atau duda dapat mewaris dari  almarbum
suami atau istrinya. Seorann janda aéau duda hanva bherhak
atas % (seperdua) bagian dari seluruh barta hersama yang
dipercleh =elama dalam ikatan perkawinan. Seorang Janda
atau dudsa hak mempergunakan harta warisan yang di-
tinggalkan oleh suami atauw istrinya (semua harta bawaan
ditambah seperdua  harta bersama vang tersisa), untuk
nERpeEntingan ook -anaknga dari pewaris.

Apabila  Janmda atau duda termasuk tidalk mempunyal
anak, mak: | ta wariszen vang ditinggalkan pewaris ber-
alih kepada b=rabatnya yang terdekat. Oleh barena  itu,
setiap orang vano tidal mempunyail hubungan darabh atan
hubungan bakerabatan yang terdekat dengan pewaris, maka
dianagap  tidat C herhab ountak menerima sebabagian  harta

s das pEwEr 1s welalul cara pewarisan, hkecuali
melalul pembterian secara hababh atau zecara wasiat.

Umar, =smlaku Panitera FPengadilan Agama Enrekang
wenjelaskay sebagal berikut:

"Bahwa seorang ahli waris, ada kemungkinan tidak

dapat mewariz, aleh karena beberapa hal, yvakni:

1. Berlainan agama dengan pewaris

2. Pesbunuhan  yang dilakukan oleh seorang abli
waris terhadap pewaris

X, Terhalanag bYarena adanya ahli waris  lain  yang
lebih delkat.

4. Anzk pungut atav anak anphkat."
{Wawancara tanggal 28 Oktober 1999 di Pengadilan
Bgama Enrekang Kabopaten Enrekang)
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Dari penjelazan terzebut di atas, maka seorang  abli
waris yang berlainan agama dengan pewaris tidak dapat
ditetapkan =cbkagai ahli w i, misalava senranm pewaris
mentanut agems Telam coedanghban ahli warisnya bukan Islam,
maka ahlil waoris fersebul bidak dapat mewaris dari seorang
pEwaris.  Beaglio dngs terhadap abli wara= yang  terhalang
untul memgernleh uari=zan barena adanya ahlil  waris lain
7D lepabh devat dennan pewaris, mizsalnva hak  seorang
cucuw sebagati 2hli waris terhalang karena ada iba.

Aniad gl ct s e A ogmgat meaurut huakum Telam
digalongkan ke dalas buabom perjangian antaera s hoabungan
anak dengan o ang tus gpiacra vang diangoap sebagail uwtang
bagl pewaris,. g d=r ¢ diperoleh melalul wasiat.

Sedangkan mengenal keduduban seorang ahliy waris yvang
vang melakulan pesbunubhan terbadap pewaris, Jjuga  telah
tiielazkan oleh lmar, =ebagzi heribkunk:

"Bahwa harang =iapa aesbunuh =eseorang kurban, mabka
sa tidst dapsl mevarisinya, sekalipun orang yang
terbunuls ttu  tidak mempunyai ahli maris selain
dirinya, dan apabila =1 terbunuh itu adalabh  orang
tua analnya, maka si pemnbunuh itu juga tidak ber-
hak untuk menerima harta warisan". (Wawancara,
Tanggal 28 QOktober 1999 di Pengadilan Agama
Enrekana Kabupaten Enrekang).

2. Penentuan dan Pembagian Harta Warisan
Hutkum waris mengatur masalab pengoperan atau
penerusan  harta kelkayaan sesenrang dari pewaris kepada

ahli warisnya. Fenpalihan barang warizan kepada penerima
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warisan dapat terjadi pada =aat ze pemilil barang masih
hidup atau setslah i1a meningnal dunia.

Abdul Razal, selabka Hakim Pengadilan Agama Enrekang
yang mengemulaban pengertian Hukum Waris sebagai berikut:

"Hukum waris adalah tatanan bukum yano mengatur tata
cara par clihan ataw pengoperan barang—barang, baik
yang berupa harta benda maupun tidak daray sesearang
kepada leturunannya atau kepada orang lain  vang
dikehendskinya, baik pada saat ituw masih  hidup
maupun oda zaszl wa telah meninggal dunia."”
(Wawancara, tangoal 27 Oktober 1999, di  Pengadilan
Agama Envekang Fabupaten Enrekann) .

Fenjelaszan terzebut did | atas, menutnjukkan bahwa
barang-baramng wvann dapat dialihkan kepada ahli waris
dapat  bervuaod benda maupan yang tidak berwojud  benda.
Fengalihan kegpsdas penerina waris barang—barang  tersebut
dapat  teriadi pada zaat pemilak barang ity masih  hidup
alaw setelaln & maEninggal dunis. Disamping itu barang—
barann  yanno dilosks=uad dapat beralih atawe dialihkan baik
repada  keturunannya maupun kepada arang lain yang di-
hehendakinya.

Sedangkan mennenayr peraliban barta warizan, iuga
telah dijelackan aleh Abdul Razak =ebagail berikut:

"Bahwa pevalihan barta warisan dalam masyarakat

dapat terjadi, baik itu secara pewarisan, secara

waziat maupun secara hibah." (Hawancara tanggal 26
Oktober 1999 di Fengadilan Agama Enrekang Kabupaten
Enrekang).

Feralihan harta warizan pada  saat pewariz  telah

meninggal, maks harta warisan dibagi kepada ahli warisnya

(anak sah darl perkawinan yang sah pula) menurut kadar



bagiannya mé?tng-maﬁing. Tetapi kalau pewarisan 1tu
dilakukan zebelum pewariz meninggal dunia, maka pembagian
harta warizan terhadap shli waris tergantung kehendak
dari pewari=  3iu  eendird zepanjang tidak merugikan
kepentingan piliak lain.

Vasial cdalabh suatua parbuatan bukum dari s@secrang

pemilik barang atau harta Fkekavaan vang memberikan
sebagaian | Jdul e La wobaraasnnya kepads arang | lain  vang
masih bhadup v oeng chikslendakans a.  Apabila penerima wasiat

bt meningas ! Tabaty dhoantlsd dard | pemheri  wasiat, maka

wasiat itu dosat dibatalban nleh pemberi wasiat, keouali
Jika daperianistean zebetumnya babwa  apabila penerima
masiat meninital  dunia lehih dahulu dari si pemberi
waziat, makse herta  beoda vang dimaksud  dalam wasiat
tersebut atan Leralain bepada alily waris penerima wasiat.
Sedanakan hibah dalam hal ind yaitu peralihan harta
warizan teriadil pada zaat pemberi hibah masibh haidup.
Fenerima hibah adalab setiap orang yang masibh hidup  vang
dikehendaki clgh  peaberi hibah, bahwa anak yang masih

dalam perut (bandungan) ibunya dapat menerima bibabh.

3. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

Mengenai pesbagian  dary mazing-masing ahli  warie
dalam pembagian harta warisan msenurut hukum waris Islam,
hanya dapat teriadi dalam lingkup  perbuatan Pukoum

pewarisan, tidak termasuk perbuatan hibah dan wasiat.
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Sebelum pembagian harta warisan, terlebih dahuly
dikeluarkan wntuk biara penguburan pewaris, pembayaran

utang-utang pewaris bila ada, zakat wajib yang belum

dikeluarkan dan wasiatnya. Setelab itu dilakukan pem—

bagian hart ciman darl pewaris hepada ahli warisnya.
Ferdasarvan  pasal 182 Kompilasi Hukum  Izlam  Tabuan
1991  dan Al Dur an di dalam Surat An-Nisa ayat 176 vyang

"Eahwa hila zaudara perempuan zekandung bersama-sama
dengan caudara laki-laki sekandung atau ayah, maka
Leaian sagdars laki-laky adalabh dua banding satu
dengan saudara perempuan”

[

Dari penielasan vang tersebut, maka banyvaknya atau
Fadar bagian dari masing-masing ahli waris vang berhak
untulk menerina harta wariz=an berbeds senurut aenis
keplamin. Secprang ahli warais laki-laki mempunyai kadar
bagian harta waraisan dua kali lipat lebih hesar dari
kadar bagiarn =eorang ahli waris perempuan, yaitu (2 : 1)
artinys apahila seorang abhla waris laki-laki memperoleh
bagian harta warisan 1 (satu), maka ahli waris seorang
perempuan  memperoleh bagian harta warisan % (seperdua)
dari bagian harta warisan ahli waris laki-laki.

Fenulis mengangkat contoh kasus "gugatan warisan”
vang ditangani ocleh Pengadilan Agama Enrekang No. §£0/Pdt.
G/199%0/PA.Ek, sebagai berikut:

"Rabwa perempuan RIRANG telah meninggal dunia tanpa
meninqoalkan  anak dan ayah, tetapi mempunyai dua
orang =saudara kandung masing-masing lelaki SAPPA
dan perempuan KARINGGT .,

-




34

SAPFA mempunval S (lima) orang anak vaitu T orang
analk  Jlaki-laki masinn-ma=zing PANGALA, LAPPA, JAMA

~

dan 2 {(dua) oirann perempuan masing-msazinag DATTIA
dan MANNIL.
FARIMNGGI  mempunyal 7 (tiga) orang anak vaitu 2
(dua) orang anak laki—-laki masing—-masing PAJALAEKA
dan BACO, dan 1 (=atu) orang anak perempuan vakni
MARANNT ¢

Berdazarbkan Hukum Islam, maka ahli wariz almarbhumah

Biranag adalah dua orang saudara kandunanya vaitu lelaki

Supnpa dan perempilan Karingod.

Adapun cara pembagian warizan kepada ahli warisnya adalah

zehagal bheralut:

- Ferempuan Yaripaai smemperolebh 1/2 (sepertigal) bahanian,
zedannglan 1elaki Sappa memperclieh 2/72  bhahagian  dari
bBarta warizan sandara perempuannya Biranog.

- Karingai telah mendinaggal dunia maka bagianya 178
(zepertiagza) bhahzaian jatubh kepada anak—anaknva dengan
ketentuan balwa hatagian anak laki-laki sama dengan
tahanian dua anak perempuan., berdasarkan Al-Cur'an di

dalam Surat An-Nisa avat 11 vang artinya:

"Allah mensvariatkan bagaimana tentang (pembagian
pusaka untuk) anak—-anakmu vaitu, bahanian seorang
anak lehkaki =ama dengan babagian 2 orang anak
perempusn' .

Dengan gemikian, maka hketiga anak almarhumah
Karigoli memperolebh warisan sebagal berikut @
- Maranni memperaleh bhahagian 1/18 dari bahaaian

Karinggi.
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= Dua orang lain vaitu Pajalakka dan Baco, masing-masing
mempernleh bahagian 2715 dari bahagian Karingai dari
perkawinan sy =aly pulal menurut kadar bagiannva
mazing-mazing. Tetani kalaw pewarisan dilakukan eebelum
pewaris  meningeal dunta, maka pembagian harta warisan
terhadap abhli wariz tergantung kehendalk dari powarie
itu =sendivi. <=sepaniang tidal merugilan  kepentingan
pihak lain.

- Berhubung Sappa telah meninggal, maka babhagiannvya
vang 2/7  {(dua pertiga) Jatuh kepada § orang anaknva
dengan Lketontuan memwroat bobkum I=lam bahagian orang
anak laki-lat i sama denqgqan bahagian (dua) arana analk
perempuan, dengan demikion pembagian warisan  sebagail
sehagail b itk 2

2. 3;(tiqa).uranq laki-laki vaitu Pangala, Lappa, dan
Jama maaiug—masinq memperoleh bahagian 2712 dari
bahagian Sappa.

‘h. 2 (dua) orang perempuan yvaitu Dattia dan Mannu
MASANQ-Masing memperoleb bhathagian 1732 dari
bahagilan Sappa

- Bahua ahli waris dan bharta peningaalan {Tirkah)
almahumah Birang telah jelas serta SEmuA ahli warie

menerima kebenarannya, maka sudah dapat dilakoekan  pem—

bagian harta warisan tersebut.




4.2 Hambatan Pelaksanaan Wewenang Pengadilan Agama di

Bidang Kewarisan

Felakeanasn wewenanog Pengadilan  Aoama Kabupaten

Enrekang di  bidang kewarisan telab diuraikan pada  bab

terdahulu, dimana dalam peonvelesaian Wwarisan alan -
"

’ "’ -
. - ; 'J"N
smenimbulkan akibat hubkum seperti konflik antara saud ‘:La
1.-"'.‘

¥ L 2
Dengan adanva hukum waris ini mampud menvelesaikan .vs‘ece{i /j_“};
e~ =
\ - —

§ o -
> L}

damal dan efebtif, nanun tidak menutup kemungkinan adénvé'.‘f
pihak—pihal tertentu msenperberub masalah. Seperti  peng-
hibkzan harta wvarisan kepada ahli warise vang sebenarnya
secara bukum wariczc Izlam dan bhokum  wari=s  adat tidak
dibenarkan, cebagal contoh: Si A nmenitipkan hartanva
berupa  tanab kepada sauwdaranya S1 Almarhuma B vang
mempunyal anabl Si C. Swami B menghibabkannya fKepada
anaknya 81 O vanng ditandatangani oleh Pejabat Fembuat
Akta Tanah (FFAT) Kecamatan Enrekang tanpa sepengetabuan
Fengadilan fgama Enrekang. Dengan demikian Fengadilan
Agama tidak bkerwenang secara absolut menyelesaikan
perkara tentang penerbitan sertifikat dalam melakukan
penqaelapan hak wayisan oranag lain.

Abdul Razak, selaku Hakim Pengadilan Anama Enrekang
mengemukalb an =2haqgai berikut:

Felakesanaan  wewenang FPengadilan Agama Enrekang di
bidang rewarisan sering-sering ada hambatan vang di-
hadapi pihak pelakszana tersebut. Hambatan tersebut
seperti adanva penerbitan Sertifikat Tanah tanpa se-—
pengetabuan Penagadilan Agama Enrekang.”

{(Wawarcarz, tanaqgal 28 Oktober 1999 di Penagadilan
Agama Eorelang)
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Dari penjelasan tersebut, penerbitan sertifikat hak
milik atas otfek sengketa adalah bukan kewenangan
Pengadilan Agama.

e 2 7y 4= L e g
Menuxrpt JUM3 1

enulis bahwa pelaksanaan wewenang

Lo

Pengadilan Agen: dibidang kewarzisan adalah memang dalam
praktek sering mengalemi hambatan, karena kurangnya
kesadaran hukum pihak lain serta adanya ancaman terhadap
ahli waris vyang sah, sehingga tindakan pihak-pihak
tersebut akan menghambat dalam pelaksanaan penyelesaian
warisan oleh Pe-nadilan Agama Fnrekang.

« Abdul .Samad, selzku Hakim Pengadilan Agama Enrekang
mengemukakan scbagal borikut

“Faktor vang menghambat pelaksanaan wewenang

pengadilan Agama Fnrekang yaitu :

tidak adanva warisan vyang menjadi kewenangan umum

karans hizsanva obiek sencketa bertempat tinggal di

daerali wewenang FPengadiian 1lain, seningga sudah

diadakan penyitaan atau eksekuksi.”

(Wawancara, tanggal 28 Oktober 1999 di Pengadilan

Agama Enrerang).

Dari penjelasan terseput diatas, objek sengketa
yang lokasinya berada diwilayah pengadilan lain sangat
sulit diselesaikan, misalnya objek sengketa yang berada
di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Tator.

Uraian-uraian di atas adalah merupakan kendala atau
hambatan Pengadilan Agama Enrekang dalam peneyelesaian

perkara warisan,
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4.3. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pengadilan
Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 1989.

Sejalan Jengan uraian diatas, perlu adanya
kecermatan _;“;; pilak Fengadilan Agama sebagai
pengadilan tingket pertama yang menyelesaikan perkara-
perkara perdzta di bidang kewarisan, agar tidak
menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berhubungan
dengan gugatan “ewarisan.

Penyelesaizn terhadap hambatan-hambatan yang telah
diutarakan <i 2tas, cdcimana aitemukan bahwa dalam perkara
tersebut di dJzlamnye terkanaung sengketa milik, vyang

menjadi kewencrigan Fengadiian Umum untuk mengadilinya

sepanjang senc: stz milik tersepbut berdasar pada pasal 50
U0 No. 7 tahun 198%, namun dapat ditafsirkan secara
sempit bahwa —ang dimaksud sengketa milik dalma pasal
tersebut yakn. adanya hubungan keperdataan lain pada

objek barang ang menyangkut pihak ketiga, dan yang
berhubungan dJdengan hal demikian tidak terdapat di
dalamnya sehingga maksud pasal tersebut dalam perkara
ini dikesampingkan. Untuk tercapinya asas peradilan
cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga perkara
adalah murni sengketa waris mewaris sehingga tetap
yuridiksi Pengadilan Agama untuk memeriksa dan
memutuskan serta menyelesaikannya sesuai ketentuan pasal

49 ayat (3) Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989.




Sehubungan denagan hal terzebut., Umar., Paniters
Fengadilan Agama Enrekang dalam wawancara penulis tangagal

28 Oktober 1999 menqgatakan sebagai berikut:

"Upavya vang ditesmpuh untuk mengatasi  kendala atau
hambatan vang terjadi selama ini  adalah: harus
melaluy pengadilan  agama dimana obiek sengketa
tersebut  bherada., dan juga dilakukan pemeriksaan
sennieta atan dilakukan eksekusi."

(Mawancara, tanggal Z2 Oktober 1999 di Pengadilan
Agama Enrekanng).

Fertambanagan—pertimbhangan harus didasarkan pada
bukti-bukti vang ada terhadapn ohiek vang dipersenagketan-
kan, bLarena apabiila taidak ada bukti-bukti vang diajubkan
aleh pennavnat, maka gquaatan warisan tersebut akan di--
tolak oleh Maioliae Hab im.

Hal vty se=nany denndan dalil Earitabh  Al-Muhadzab  Jdus
ITT halamar ™27 vang artinva sebagal berikut:

"Apabrla  doa ovrang salaing mengaugat barang  yanno
beradsa ditangan keduanva ataw salah satn daripada-
nya ataw ditangan orang lain Hakim menetapkan bahwa
barang itu adalah milik pihak vanq membawa bukti."

Berdazarkan kenvitakan vang dikemukakan di  atas,
maka perlu para aparat penegak bukum menegakkan keadilan
dengan berupava menyerahkan apa yang @se@rupakan hak
sesecrnq  vanag masih dikuasail oleh hak orang  lain  ataca

oranqg vang tidak mempunyal hak atas objiek senagketa.
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PERUTUP

5.1 Kesimpulan

Perdazarban wraian dan penjelasan pada hab-~bab

terdahulu, selanjutnya antara lain dikemukakan beberapa

kesampulan =ebagal berikut =

Garis kel roan o dalam =istem kekerabatanm  parental/
bilateral vang terdekat, merupakan aspek hukum warig
vang mendasari penastapan ahli warise pada Pengadilan
finama Fnrol ang.

Merurut  hubkus waris Islam, eseseorang  tidak dapat
menjadi ahly wariz terhadap orang lain vacna meninggal
dgunia apab:la i1z tidak mempunyalr bubungan darah atau
hubungan | crabatan denoan pewaris=.

Faktor yvang msenghambat pelalkeanzan wewenang Fennadil an
Agama adalah tidak  adanva warisan vang meniady
kewenangan umum karens objek senaketa berada di daerab
wewenang pengadilan lain, sehingga sulit diadakan
penyitaan atau eksekusi.

Upayé vanag dilakukan untuk mengatasi hambatan atau
kendala yaitu dilakubkan pemeriksaan dan ak=ebusi
melalui Feogadilan Agama dimana objek sengketa 1tu
beradsa.

Upava untuk menanggulangl masalabh yang terjadi  dalam

masyarakat tentang kewarisan di Kabupaten Enrekang

40
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ialah meuvanabaltban kesadaarn bukum masvarakat untuk
memaham) i bem huham waris pada masvarakat,
disamping by sedapat  munakin  lembaga hibah  atan
lembaga wasiat dimanfaathan untuk meluruskan Jalannva

CEewarisan .

2.2 Saran

Berleraan  dennan hebersna kesippulan tersebut  di
atas, maka dikemubabkan pula heberapa saran—saran sebhagail
beraitats
1. Sebaiknya Penpadilan Aagama Fnrebann bhersama pihak vann

terkait perlu secarz optimal dan terpadua untuk  meng-—-
adakan peavalohan bnkom dalam masvarakat di Kabupaten
Dati TI Enrstang mengenal sistem waris dalam kaitannya
dengan < - tem warie Jzlam, fshingoa tingkat kesadaran
hukiim masyarakat lebih baik.

7, Perlu diadakan penelitian lebih lanjut yanng lehih
mendetaill tentang bukum waris Islam pada masyarakat di
Kabugaten Enrekang dan basilnva diajukan sebangai bahan
pertimbangan dalam ranaoka penvusunan hukum kewarisan

di Indonesia.
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